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PUTUSAN
Nomor: 0370/Pdt.G/2016/PA.Slw.

- =

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah
menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan smp, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.01 RW. 03 Desa Xxxxx
Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut
Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan -,
dahulu bertempat tinggal di RT.01 RW. 03 Desa XXxXxX
Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui
alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia,
selanjutnya disebut Tergugat;-

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03
Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor:
0370/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 03 Februari 2016, telah mengemukakan hal-
hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 1990 Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kota Tegal (Kutipan Akta Nikah
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Nomor : Xxxxx/XI/1990 tanggal 10 Nopember 1990 ) sesuai dengan Duplikat
Kutipan Akta Nikah Nomor : Xxxxx/2016 tanggal 02 Februari 2016;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik
talak;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kel. Xxxxx, Kec. Xxxxx, Kota Tegal
selama -/+ 10 tahun kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat yang
berada di RT.01 RW.03, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal
selama -/+ 8 tahun 3 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) sudah
dikaruniai 2 orang anak yaitu ANAK I, lahir pada tanggal 09 Juni 1993 dan
ANAK I, lahir pada tanggal 13 April 1995. Sekarang kedua anak tersebut
ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan
dengan harmonis dan membahagiakan, hal tersebut disebabkan karena
sejak kurang lebih bulan Februari 2009 Tergugat tanpa pamit pergi
meninggalkan Penggugat entah kemana perginya, serta sejak kepergian
tersebut hingga saat ini sudah berjalan selama -/+ 7 tahun Tergugat tidak
pernah kembali lagi pada Penggugat tidak ada kabar dan beritanya serta
tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah RI;

5. Bahwa selama -/+ 7 tahun tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan
Penggugat, telah membiarkan dan  Tergugat tidak  pernah
memberikan/mengirimkan uang untuk nafkah Penggugat dan Tergugat tidak
meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah

Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan batin ;

6. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha
mencari Tergugat di rumah keluarga Tergugat, namun pihak keluarga
Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan
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karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq.
Majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan

menjatuhkan putusan sebagai berikut :
PRIMAIR :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat
(PENGGUGAT).

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.
SUBSIDAIR :
Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan 09 Februari 2016
dan 10 Maret 2016 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan
ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan
dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan
tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat

gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor
32740261057XxxxxX, tanggal 21 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut
telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai
dengan P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama
Kecamatan Xxxxx Kota Tegal Nomor: Xxxxx/XI/1990, 02 Februari 2016,
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alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang
selanjutnya ditandai dengan P.2;

3. Asli Surat Keterangan Mirudo Nomor: xx/xx/11/2016 tanggal 02 Januari
2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx
Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan

bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.3;
Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, RT.01 RW. 03
Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan
keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adik ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama

terakhir rumah orang tua Penggugat telah dikaruniai 2 anak

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan rukun, namun sejak Februari 2009 Tergugat telah pergi tanpa
pamit meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya dan
Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di

wilayah Republik Indonesia,

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah 7 tahun lebih
tidak pernah hidup bersama lagi dan selama pisah Penggugat dan
Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri

- Bahwa saksi sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak
ditemukan
2. SAKSI Il, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, RT.01 RW. 03
Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan

keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
tetangga Penggugat;
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- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama

terakhir rumah orang tua Penggugat telah dikaruniai 2 anak;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan rukun, namun sejak Februari 2009 Tergugat telah pergi tanpa
pamit meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya dan
Tergugatsekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di

wilayah Republik Indonesia,

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah 7 tahun lebih
tidak pernah hidup bersama lagi dan selama pisah Penggugat dan
Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri

- Bahwa saksi sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak

ditemukan

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan
yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon

putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan
dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk
menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita

Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) jo pasal 73
ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk
kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai
bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena antara

Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 7 tahun lebih, hal ini
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menunjukan adanya perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan
tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Pasal 19 huruf (b) Peraturan
Pemerintah  Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum
Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan

dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan dengan
menasehati Penggugat agar mau rukun lagi membina rumah tangganya
dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan
perkara a-quo telah memenuhi maksud pasal 82 Undangundang Nomor 7
tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006
dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan
tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, dengan
merujuk nash dalam Kitab Al Anwar Il : 149 yang berbunyi sebagai berikut:

tlo—wlz o, —nig ar,lgi ol —az),5 =i 0l
al e oS g ainJlg so—call

Artinya: ” Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan
maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti
yang diajukan dan memberikan putusan atasnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 dan P.2. serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 setelah diteliti ternyata telah memenuhi
syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menujukkan
bahwa Penggugat bertempat tinggal di RT.01 RW. 03 Desa Xxxxx Kecamatan
Xxxxx Kabupaten Tegal, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 73
ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim perlu
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menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama

Slawi

Menimbang, bahwa bukti P.2 setelah diteliti ternyata telah memenuhi
syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menujukkan
bahwa antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum
sebagai suami istri yang sah, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat
(1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dan Termohon telah terbukti
bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.
Dengan demikain, Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subyek hukum
dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa bukti P3 merupakan surat keterangan mirudo yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal,
Majelis hakim menilai bukti tersebut dinyatakan sebagai bukti tertulis yang sah
di pengadilan yang mana Tergugat sekarang sudah tidak berdomisili dialamat
tersebut dalam gugatan Penggugat, Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut
haruslah dinyatakan bahwa Tergugat untuk saat ini tidak diketahui alamat
dan/atau tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum
Republik Indonesia maka panggilan kepada Tergugat dilaksanakan melalui
Masmedia sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama SAKSI | saksi tersebut
sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut mengenai Penggugat dan
Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, terakhir kumpul bersama rumah
orang tua Penggugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan rukun, namun sejak Februari 2009 Tergugat telah pergi tanpa pamit
meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya dan Tergugat
sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik
Indonesia, sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 7 tahun
lebih adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
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memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR.
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat

diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi yang kedua bernama SAKSI Il, saksi tersebut
sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut mengenai Penggugat dan
Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, terakhir kumpul bersama rumah
orang tua Penggugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan rukun, namun sejak Februari 2009 Tergugat telah pergi tanpa pamit
meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya dan Tergugat
sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik
Indonesia, sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 7 tahun
lebih adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan
dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal
171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian

dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara
satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut
memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas
keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim
menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah,
telah kumpul bersama di rumah orang tua Penggugat

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan
rukun,  namun sejak Februari 2009 Tergugat telah pergi tanpa pamit
meninggalkan Penggugat dan Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya

dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia,
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 7 tahun lebih dan
selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin
hubungan layaknya suami istri

- Bahwa, Penggugat berketatapan hati untuk menuntut cerai dari
Tergugat, dan mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga
maupun Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tentang Penggugat dan Tergugat
telah pisah selama 7 tahun lebih dan selama pisah tidak pernah menjalin
hubungan layaknya suami istri, maka patut dinilai antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta,
hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara
satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban
suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), Oleh
karenanya majelis menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang
demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan setidaknya
bagi Penggugat. Oleh karena itu apabila madlorot tersebut telah terbukti maka
dibolehkan bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dengan

suaminya, dengan merujuk Kitab Fighu as Sunnah, Juz Il, halaman 249 :

aso gloiaw YV Los lgs ol Lol azg il casol 15l
o—o wadlai ol Lgl o2 Laglliol (s 6 sl plgs
aisl adll olall Lgalla, siiazg s 0l Luolall

login QoY e jmeg sl can 15
Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri
(misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang
munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan
rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut utnuk meminta cerai
kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan

perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 7 Maret 1999 menyatakan pengertian
pertengkaran itu mana kala antara suami istri, hidup berpisah tidak dalam satu
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tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan
kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk

dijadikan alasan perceraian

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan untuk bercerai
sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal
19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal
116  huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat
dikabulkan secara verstek dengan berdasar pasal 119 ayat (2) huruf (c)
Kompilasi Hukum Islam maka dalam perkara a-quo Majelis “ Menjatuhkan
talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT)” dengan memperhatikan bahwa pada saat putusan ini

dibacakan Penggugat dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 ayat (1) Undang — Undang
Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama Slawi diperintahkan untuk
mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana
Penggugatdan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat
Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
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4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan
salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal
Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat
perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam
daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp. 361.000,- ( tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016
M. bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1437 H., oleh Drs. KHAERUDIN,
M.H.l.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua
Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.l. dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim
Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam
sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu
oleh PUPRI CAHYONO, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. KHAERUDIN, M.H.L.

Hakim Anggota | Hakim Anggota Il

Drs. H. ALWI, M.H.I. ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti
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PUPRI CAHYONO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 270.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 361.000,-
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